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Pajak

dilakukan. Jangan menjadikan
KPK seperti paranormal, tetapi
lihat perkembangan pemerik-
saan dan dari situ baru bisa di-
tentukan kualifikasi lebih lanjut -
tentang indikasi tindak pidana
selanjutnya,” tandas Bambang.
Ketua KPK Abraham Samad
didampingi WakilBambangWi-
djojanto dan Jubir Johan Budi
S.P, mengatakan, Hadi Poerno-
'mo tersandung masalah pengu-
rusan pajak yang diajukan Bank
BCA pada 2003. Ada dua bukti
yangmembuatKPKmenjadikan
Hadi sebagai tersangka.
“Perbuatan melawan hukum
yang dilakukan tersangka
HP (Hadi Poernomo) yaitu
melakukan penyalahgunaan

[ Baca MANTAN hal 5
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Mantan Ketua BPK Tersangka Korupsi P

KPK: Kasus Hadi
Purnomo, Pajak
Negara Lenyap
Rp375 Miliar

JAKARTA - Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) mene-
tapkan mantan Ketua Badan
PemeriksaKeuanganHadiPum-
omo, sebagai tersangka kasus
dugaan korupsi terkait permo-
honan keberatan pajak yang
diajukan Bank Central Asia. Ia
ditetapkan sebagai tersangka
dalam kapasitasnya sebagai Di-
rekturJenderal Pajak2002-2004.

Ketua KPK Abraham Samad
mengatakan, dalam kasus itu,
negara diduga dirugikan sekitar

Rp 375 miliar. Namun demiki-
an, lanjut Abraham, angka ini
belum final.
“Berapakerugiannya,seharus-
nya pajak yang diterima negara
untuk sementara kita baru hi-
tung, belum final kurang, lebih
Rp 375 miliar,” kata Abraham
saat konferensi pers di KPK, Ja-
karta, Senin (21/4). .
Hadi disangkakan melanggar
Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal
3 Undang-undang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia
disebut menyalahgunakan we-
wenang dalam menerima selu-
ruh keberatan wajib pajak atas
SKPN (Surat Ketetapan Pajak
Nihil) PT Bank BCA tahun 1999.
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto menyatakan, unsur
Pasal 2 dan atau Pasal 3 sudah

KENANGAN:
Ketua KPK
Abraham
Samad (kanan),
saat menerima
aporan audit
kerugian negara
dari Badan
Pemeriksaan
Keuangan
(BPK) dari Ketua
(kini sudah
mantan) BPK
Hadi Pumomo
(ki) Hadi kini
ditstapkan

i
tersangka oleh
KPK, dalam
kasus dugaan
Korupsi pajak.

terpenuhi. Sebab, kata Bam-
bang, ada kerugian dalam ka-
susitu.
“Yangharusnyanegaramener-
imasetidak-tidaknyaRp375mmil-
iar, tidak jadi diterima. Jadi ada
unsurkerugian keuangan nega-
radanitumenguntungkanpihak
lainnya. Tidak harus mengun-
tungkan pembuat kebijakan,”
ujar Bambang,
Ketikadisinggungapakah KPK
akanmenjeratHadi dengan in-
dak pidana pencucian uang,
Bambangmenyatakan,lembag-
anya saat ini fokus pada sang-
kaan dugaan tindak pidana ko-
rupsi kepada Hadi.
“Hal-hallainnya, itupastitidak
bisa dijawab sekarang, tergan-
tung dari perkembangan dari
prosesdanhasilpenyidikanyang

Hadi seba

“Perbuat
yang_dil
HP (Had
‘melakuke
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Tidak Ada Kaitannya dengan Masa Jabatan Hadi di BPK
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wewenang dalam menerima
seluruh permohonankeberatan
wajib pajak atas surat ketetapan
pajak nihil (SKPN) pajak
penghasilan (PPh) PTBCAtahun
pajak 1999,” ujar Samad.

Pejabat asal Pamelkasan itu didu-
gamelanggar Pasal2 ayat1danatau
Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak
Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat
1 kesatu KUHP. Berarti, Hadi Poer-
nomo terancam dihukum penjara
maksimal 20 tahun.

Lebih lanjut Samad menjelaskan
ihwal terlibatnya Hadi Poernomo
dalam kasus korupsi. Bermulapada
2003lalu, tepatnya 17 Juli. Bank BCA
mengajukan surat keberatan pa-
jak atas transaksi non performing
loan atau kredit macet sebesar Rp
5,7 triliun ke Direktorat Pajak Peng-
hasilan (PPh).

Direktorat PPh menanggapi den-
ganmelakukankajianmendalamse-
belum mengambilkeputusan. Seta-
hun kemudian, pada 13 Maret 2004
DirektoratPPhmengirim suratpen-
gantar risalah keberatan langsung
kepada Dirjen Pajak lengkap den-
gan hasil telaah. “Kesimpulan, pér-
mohonan keberatan wajib pajak
Bank BCA ditolak,” terang Samad.

Nah, peran Hadi Poernomo mulai
tampak setelah penyerahaan hasil
kajian itu. Pada 17 Juli, atau sehari
sebelum sebelum jatuh tempo bagi

Sikap Hadi makin mencurigakan
karena penyelidikan menemukan
fakta baru. Beberapa bank saat itu
memilild masalah yang sama den-
gan kredit macetnya. Langkah yang
diambiljugamirip, yaknimengirim-
kan surat keberatan kepada Dirjen
Pajak. Anehnya, hanya Bank BCA
yangkeberatannyadikabulkanHadi.

Dari sikap tersebut, KPK mengen-
dus perbuatan Hadi telah meru-
gikan keuangan negara. Jika Hadi
mengikuti rekomendasi Direktorat
PPh, maka Bank BCA harus mem-
bayar tambahan pajak sebesar Rp
375miliar. Tetapi, uangsebanyakitu
batal masuk ke negara karena Hadi
menerima keberatan bank.

Wakil Ketua Bambang Widjojan-
to menambahkan, angka kerugian
negara cukup besarkarenanonper-
forming loan mempengaruhi ban-
yak sedikitnya pajak yang harus
dibayarbank. Meskitidakmenjelas-
kan berapa jumlah total pajak yang
harus dibayar BCA, pria yang akrab
disapa BW itu menegaskan penga-
ruhnya sangat besar.

“Bukan NPL (non performing
loan) yang bermasalah. Tetapi ke-
bijakan yang membuat negara ke-
hilangan pemasukan Rp 375 mili-
ar,.: terangnya.

Dia tahu, kasus itu sudah sangat
lama terjadi. Menurut BW, pros-
esnya memang lama karena KPK
butuh ketelitian dalam menangani
kasus tersebut. KPK juga menggan-
deng5ahlidansaksi-saksifaktualse-
belum menetapkan status Hadi. Se-

sangka kasus korupsi perpajakan.
Taklama lagi, langkah KPK itu akan
diikuti dengan pencegahan terha-
dap mantan Dirjen Pajakitu agar ti-
dak bisa ke luar negeri.

“Sprindik (surat perintah penyi-
dikan) baru keluar hari ini. Apakah
ada pencegahan, itu akan menyu-
sul,” kata Ketua KPK Abraham Sa-
mad dalam konferensi pers di KPK,
Jakarta, Senin (21/4).

Hadi ditetapkan sebagai tersang-
kakasus dugaan korupsi terkait per-
mohonan keberatan pajak yang di-
ajukan Bank Central Asia. Peneta-
pan tersangka Hadi terkait dengan
kapasitasnya sebagai Dirjend Pa-
jak Departemen Keuangan tahun
2002-2004.

Abraham menjelaskan, pihaknya
saat ini akan konsentrasi mendala-
mikasus dugaan korupsiyangmen-
jerat Hadi. “Kita akan konsentrasi
pada sprindik yang ada, tersangka
ke situ,” katanya.

Hadi disangka melanggar pasal 2
ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-
undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana. Ia disebut me-
nyalahgunakan wewenang dalam
menerima seluruh keberatan wajib
pajakatasSKPN (suratketetapanpa-
jak nihil) PT Bank BCA tahun 1999.

Penetapan tersangka terhadap
Hadi Purnomo, bertepatan dengan
hariulangtahunHadike-67 danhari
terakhir masa jabatan di BPK. Na-
mun, Ketua KPK Abraham Samad

Pemeriksa Keuangan, Hadi Purno-
mo sebagai tersangka kasus dugaar
korupsi terkait permohonan ke-
beratan pajak yang diajukan Banlk
Central Asia. Ia ditetapkan seb-
agai tersangka dalam kapasitas-
nya sebagai Direktur Jenderal Pa.
jak 2002-2004.

Ketua KPK Abraham Samac
menjelaskan kronologis kasus itu
Sekitar 2003, BCA mengajukan su-
rat keberatan pajak atas Non Perfo-
mence Loansbesar Rp 5,7 triliun ke:
padaDirektorat PPH. Setelahitu, di-
lakukanpengkajianlebih dalamun
tuk mengambil kesimpulan.

Darihasilpendalamankurangleb-
ih setahun, yaitu 13 Maret 2004, Di
rektur PPHmengirim suratpengan:
tar risalah keberatan ke Dirjen Pa:
jak yang berisikan hasil telaah atat
kesimpulan. “Hasil telaah itu beru
pakesimpulanbahwa permohonar
wajib pajak BCA ditolak,” kata Abra.
ham dalam konferensi pers di KPK
Jakarta, Senin (21/4).

Abraham menjelaskan, satu har
sebelum jatuh tempo untuk mem-
berikankeputusanfinalkepadaBC/
yaitu18Juli2004, HadiselakuDirjer
Pajakmemberikan perintahkepad:
Direktur PPH melalui nota dinas
Dalam nota dinas, tambah dia, dit:
uliskanagarmengubahkesimpulan

“Dari hasil telaahyang dinyatakar
menolak, diubahmenerimaseluruk
keberatan. Di situlah peran Dirjer
Pajak saudara HP,” ujar Abraham.

Setelah itu, HP menerbitkan SK
Dirjen Pajak mengeluarkan sura
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sebelum sebelum jatuh tempo bagi
Dirjen Pajak untuk memberikan
keputusan final terhadap permo-
honan BCA, Hadi membuat kepu-
tusan mengejutkan. Dia mengirim-
kannotakepadaDirektoratPPhagar
mengubah kesimpulannya.
VersiHadi, keberatanBCAditerima.
Dia meminta agar kesimpulan yang
semulamenolak, menjadimenerima
seluruhkeberatan. Lantas, Hadimen-

generbitkan Surat Keputusan Dirjen -

Pajak tentang keberatan wajib pajak
atas SKPN pada tanggal jatuh tempo
yakni 18 Juli. “Disitulah peran Dirjen
PajaksaudaraHP (HadiPoernomo),”
tambahnya.

Direktorat PPh saat itu tentu tidak
bisa membantah karena tidak cukup
waktu. Idealnya, Dirjen Pajak mem-
berikanwaktukepada DirektoratPPh
untuk melakukan telaah ulang kalau
adakeputusan pembanding, “Tetapi,
kesempatan itu tidak pernah diberi-
kan. Padahal, kesimpulannya berbe-
da,” kata pria asal Makassar itu.

belum menetapkan status Hadi. Se-
dangkan untuk Bank BCA, dia me-
nyebutpihaknyamasih fokuske pe-
nyelenggara negara.

Meski demikian, bukan berarti pi-
hak swasta tidak akan bersentuhan
denganlembaga antirasuahitu. Dite-
gaskan bahwa penetapan Hadi Poer-
nomo merupakan awal dari jalannya
kasustersebit. Siapasajayangdiperik-
sadanapakahmuncultersangkabaru
akan terungkap setelah KPK melaku-
kan berbagai pemeriksaan.

Ditanya apakah Hadi Poernomo
menerimahadiahatausuapdaripen-
gurusan sengketa pajak tersebut, dia
belum bisa menjawab. Alasannya,
KPK masih melakukan pendalaman
materi. Termasuk untuk mencari ni-
lai baku kerugian negara yang diald-
batkan oleh kebijakan Hadi Poerno-
mo. “Fokus potensi penyalagunaan
wewenang,” katanya. (dim)

Setelah menetapkan mantan Ket-
ua Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Hadi Purnomo sebagai ter-

menyatakan, penetapan tersangka
Hadi-tidak ada kaitannya dengan
masa tugas.

. “Apakah ada hubungan antara

penetapan beliau sebagai tersang-
ka pada hari ini dengan pengun-
duran dirinya? Saya klarifikasi bah-
wayang bersangkutan bukan men-
gundurkan diri tapi pensiun, tapi
saya kurang tahu jelas ya apa hari
ini, besok atau lusa. Ini sama seka-
litakada hubungannya,” kata Abra-
ham dalam konferensi pers di KPK,
Jakarta, Senin (21/4).

HadidisangkakanmelanggarPas-
al 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Un-
dang-undang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.

Hadi disebut menyalahgunakan
wewenang dalam menerima selu-
ruhkeberatanwajibpajakatas SKPN
(Surat Ketetapan Pajak Nihil) PT
Bank BCA tahun 1999.

Komisi Pemberantasan Korup-
si (KPK) menetapkan Ketua Badan

Dirjen Pajak mengeluarkan surat
keputusansuratketetapanwajibpa-
jak nihil pada 18 Juli 2004 yang me-
mutuskan menerima seluruh ke-
beratanwajibpajak. “Sehinggatidak
adawaktuDirektoratPPHuntukme-
nyampaikan kesimpulan yang ber-
beda,” ucapnya.

Abraham mengungkapkan, Hadi
mengabaikan adanya fakta bahwa
materi keberatan yang sama selain
Bank BCA ditolak. Karena itu, KPK
temukan fakta dan bukti-bukti akurat
mengadakanforum ekspose. “Sepak-
at menetapkan saudara HP selaku
Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-
kawan (sebagai tersangka),” ujamya.

HadidisangkakanmelanggarPasal
2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-
undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1KUHP.Iadisebutmenyahlagu-
nakan wewenang dalam menerima
seluruh keberatan wajib pajak atas
SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
PT Bank BCA tahun 1999. (jpnn)




